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Abstract:

This article addresses the apparent paradox in Ibn Taymiyyab's thought: his reputation for rigid literalism in theology
contrasted with his flexibility and contextualism in socio-political law. This study aims to demonstrate that this distinction
represents not an inconsistency, but rather a conscions and coberent strategy of epistemological demarcation. Employing a
qualitative library research method, the study utilizes socio-historical readings and content analysis of Ibn Taymiyyah's key
concepts within the realms of creed (agidah) and jurisprudence/ politics (figh/ sivasah). The findings indicate that Ibn
Taymiyyah distinguishes revelatory texts based on the character of their objects: theological verses are positioned as a tawqifi
domain demanding submission (taslim) without philosophical speculation, whereas legal verses are understood through a
maqashidi lens, opening space for independent reasoning (ijtihad) to achieve public benefit (masiabab). This pattern is
consistent in bis reading of divine attribute verses (e.g., Q.8. Taba: 5), which tends to be affirmative without metaphorical
interpretation (ta'wil), and in bis contextnal approach to public law issues, such as limiting the application of war verses (eg.,
O.8. At-Tanbab: 5) through historical context and legal objectives. These findings correct simplistic binary labelings of Ibn
Taymiyyah and help excplain the error of certain contemporary groups who inappropriately transpose theological rigidity into
the public legal sphere, which ought to remain responsive.

Keywords: 1bn Taymiyyab; Epistemological Demarcation; Magasid al-Shari’ab; Theology and Law; Hermenentics.

Abstrak :

Artikel ini membabas kesan paradoks dalam pemikiran Ibnu Taimiyah, yakni mengapa ia tampak sangat ketat dan
literal dalam teologi, tetapi fleksibel dan kontekstnal dalam hukum sosial-politik. Penelitian ini bertujuan menunjukan
babwa perbedaan tersebut bukan inkonsistensi, melainkan strategi demarkasi epistemologis yang sadar dan koberen. Kajian
dilaknkan melalui penelitian kualitatif berbasis studi pustaka dengan pembacaan sosio-bistoris dan analisis isi terbadap
gagasan-gagasan kunci 1bnu Taimiyah pada ranal) akidah dan ranab fikib/ siyasabh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Ibnu Taimiyah membedakan teks wabyn berdasarkan karakter objeknya: ayat-ayat akidabh diposisikan sebagai
wilayah tawqifi yang — menuntut taslim tanpa  spekulasi  filosofis,  sedangkan  ayat-ayat  bukum  dipabami
secara magqashidi dengan membuka rnang ijtihad demi kemaslabatan. Pola ini tampak konsisten pada pembacaan ayat
sifat (misalnya OS. Tabad: 5) yang cenderung afirmatif tanpa takwil metaforis, serta pada pendekatan kontekstual dalam
isu huknm publik seperti pembatasan pemabaman ayat perang (misalnya QS. At-Tanbah: 5) melalui konteks sejarah dan
tujuan bukum. Temnan ini sekaligns mengoreksi pembacaan yang menempelkan label biner secara simplistik pada 1bnn
Taimiyah, dan membantu menjelaskan mengapa sebagian kelompok kontemporer keliru ketika memindabkan kekakunan
teologi ke ruang bukum publik yang semestinya responsif..

Kata Kunci: [bnn Taimiyab; Demarkasi Epistemologis; Magashid Syariah; Teologi dan Hukum; Hermeneutika..
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PENDAHULUAN
Diskursus mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah (w. 728 H) hingga kini masih terjebak pada

polarisasi ekstrem. D1 satu sisi, ia dicitrakan sebagai literalis ekstrem yang kaku menolak segala
bentuk penafsiran metaforis (#ajaz) terhadap teks teologis dalam Al-Qur’an. Sebuah sikap yang
dianggap menutup pintu majaz sepenuhnya dalam akidah (Muhid & Hasyim, 2024). Namun, di
sisi lain, ia justru tampil sangat fleksibel dan kontekstual dalam ranah fikih sosial dan politik,
seperti fatwanya yang membolehkan penggunaan dalil lemah (waruh) demi kemaslahatan
persatuan umat (Ridlo & Muhajirin, 2022). Lalu keberaniannya mendobrak konsensus empat
mazhab dalam kasus talak tiga (Ayu et al., 2023). Serta penafsirannya yang moderat terhadap ayat-
ayat perang yang membatasi agresi (Siregar, 2023). Ketegangan antara sikap anti-majaz yang
tekstualis dan penggunaan maslabah yang kontekstual ini menciptakan sebuah paradoks
metodologis yang belum banyak diurai secara komprehensif.

Literatur yang ada cenderung membedah pemikiran Ibnu Taimiyah secara terfragmentasi,
sehingga gagal menangkap koherensi metodologis di balik fenomena ganda tersebut. Studi-studi
teologis terdahulu umumnya terpisah pada kritik anti logika Yunani, serta studi-studi hukum
terfokus pada aplikasi mwaqashid syari’ab-nya, tanpa melihat benang merah yang menghubungkan
keduanya. Akibatnya, muncul pembacaan parsial, di mana kelompok Salafi-Jihadis sering kali
mengadopsi literalisme teologisnya secara serampangan ke dalam ranah politik (melahirkan
radikalisme). Sementara, kelompok liberal terkadang mengabaikan fondasi teologisnya demi
kepentingan reformasi hukum. Celah penelitian yang krusial terletak pada minimnya studi yang
mencoba merekonsiliasi paradoks ini. Bagaimana mungkin seorang yang begitu anti-rasional
dalam teologi, bisa sekaligus menjadi pelopor rasionalitas dalam hukum?

Artikel ini mengajukan tesis bahwa dualisme hermeneutik Ibnu Taimiyah bukanlah
sebuah kontradiksi intelektual, melainkan manifestasi dari konsistensi metodologis yang disiplin
dalam membedakan ontologi teks wahyu. Penelitian ini berargumen bahwa Ibnu Taimiyah
melakukan demarkasi epistemologis antara domain alghabar (berita teologis) dan al-insha’
(perintah hukum). Dalam pandangannya, akidah bersifat zawgifi (terberi) sehingga akal tidak boleh
membelokkan makna teks melalui majaz, sedangkan hukum bersifat wagashidi (bertujuan)
sehingga menuntut akal dalam mempertimbangkan konteks dan maslahah (Paryadi, 2021).
Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menerapkan strategi ganda, di mana ia literalis untuk menjaga
kemurnian akidah dari filsafat, dan menjadi kontekstualis untuk menjaga relevansi syariat dari
kejumudan zaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis demarkasi epistemologis tersebut guna
membuktikan koherensi epistemologis Ibnu Taimiyah. Fokus kajian diarahkan untuk menjawab
dua pertanyaan yang fundamental. (1) Bagaimana konstruksi metodologis Ibnu Taimiyah
membedakan perlakuan terhadap ayat-ayat akidah (penolakan majaz) dan ayat-ayat hukum
(penerapan maslahah)? (2) Apa prinsip filosofis yang mendasari pembedaan perlakuan terhadap
kedua jenis ayat tersebut? Jawaban atas perntanyaan ini dapat meluruskan kesalahpahaman
metodologia yang selama ini menjadi akar distorsi pemikiran Syaikhul Islam, sekaligus
menawarkan perspektif integratif dalam studi tokoh klasik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (/brary
research) yang bersifat filosofis-analitis. Objek material penelitian adalah korpus pemikiran Ibnu
Taimiyah, dengan fokus pada dua spektrum utama: karya-karya teologis (seperti Dar'n Ta'arud al-
‘Aqgl wa al-Nagl dan Al-‘Aqgidah al-Wasithiyah) serta karya-karya hukum dan siyasah (seperti Majmn’
Fatawa, Al-Siyasah al-Syariyab, dan Qa'‘idah Mukbtasarah fi Qital al-Kuffar). Pemilihan sumber primer
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ini didasarkan pada representasinya yang kuat dalam menggambarkan dialektika tekstualisme dan
kontekstualisme sang tokoh.

Dalam membedah data, penelitian ini menerapkan teknik Analisis Isi Kualitatif (Qualitative
Content Analysis) yang dipadukan dengan Pendekatan Sosio-Historis (Socio-Historical Approach).
Langkah analisis dilakukan dalam tiga tahap: (1) Restorasi Teks, yakni membaca teks asli Ibnu
Taimiyah dalam konteks historisnya (era invasi Mongol dan polemik filsafat) untuk menghindari
anakronisme; (2) Demarkasi Epistemologis, yakni mengklasifikasikan argumen-argumen Ibnu
Taimiyah berdasarkan kategori ontologisnya (al-kbabarvs al-insha) untuk memetakan pola
konsistensinya; dan (3) Interpretasi Sintetik, yakni menghubungkan temuan teologis dan yuridis
tersebut untuk merumuskan tesis sebagai jawaban atas tuduhan inkonsistensi. Pendekatan ini
dipilih karena mampu melampaui pembacaan literal semata, memungkinkan peneliti untuk
menangkap 7/at (alasan logis) dan magqashid (tujuan) dibalik setiap fatwa yang tampak kontradiktif.

PEMBAHASAN
Genealogi Dualisme Ibnu Taimiyah

Sebelum membedah lebih mendalam, sangat penting untuk memetakan konteks sosio-
historis yang melatarbelakangi lahirnya dualisme pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah (w.
728 H) hidup di era yang bisa disebut sebagai masa krisis eksistensial dunia Islam. Ia tumbuh
besar di tengah bayang-bayang trauma invasi Mongol yang tidak hanya menghancurkan pusat
kekhalifahan Baghdad, tetapi juga mengancam identitas keislaman di wilayah Syam secara masif
(Firdaus & Riyadi, 2025). Pengalaman traumatis migrasi paksa keluarganya dari Harran ke
Damaskus akibat serangan militer menanamkan kesadaran mendalam dalam dirinya bahwa umat
Islam sedang berada di titik nadir (Sjadzali, 1990, p. 79-82). Dalam pembacaan Ibnu Taimiyah,
kekalahan umat Islam bukan semata-mata karena kelemahan militer, melainkan akibat kerusakan
internal berupa penyimpangan akidah yang terkontaminasi oleh filsafat asing dan kejumudan
hukum yang gagal merespon tantangan zaman (Taimiyyah, 2005, j. 11, p. 7). Oleh karena itu, ia
meyakini bahwa resistensi terhadap mongol tidak cukup dengan fisik, melainkan harus diawali
dengan purifikasi teologis dan reformasi yang kembali pada orisinilitas wahyu (Maghribi et al.,
2023).

Kondisi Damaskus sebagai medan kontestasi intelektual saat itu justru memperparah
kekhawatirannya. Di satu sisi, ia melihat teologi Islam telah disusupi oleh logika filsafat Yunani
(Hellenisme) dan esoterisme kebatinan yang menurutnya mengaburkan kemurnian wahyu . Hal
ini memaksanya untuk mengambil posisi konfrontatif atau defensif. Ia merasa perlu membangun
akidah yang kokoh dan steril dari anasir asing. Inilah cikal bakal mengapa ia menjadi sangat
tekstualis dalam urusan teologi. Ia ingin mengembalikan umat pada sumber yang murni (back to
scripture) tanpa campuran logika Aristotelian yang ia kritik habis-habisan dalam karyanya Nagd al-
Manthiq sebagai logika yang cacat metafisika dan tidak mampu menghasilkan pengetahuan yakin
tentang Tuhan (Salem, 2025; Taimiyyah, 1951, p. 155). Sikap ini bukan bentuk penolakan akal
sehat, melainkan resistensi terhadap hegemoni rasionalitas Yunani yang sering diposisikan lebih
tingei dari teks suci (Alsuhaymi & Atallah, 2025). Baginya, menyelamatkan akidah umat adalah
prioritas utama yang tidak bisa ditawar dengan kompromi rasionalitas apapun.

Di sisi lain spektrum pemikirannya, Ibnu Taimiyah menyadari bahwa umat yang sedang
terdesak secara fisik membutuhkan panduan hukum yang praktis untuk kelangsungan hidup (Hifz
al-Nafs) (Jalili et al., 2024). Ia menyaksikan bagaimana kejumudan sebagian ulama yang fanatisme
mazhab tertentu sering kali menghambat solusi atas masalah sosial yang mendesak. Jika dalam
akidah ia butuh kemurnian, maka dalam hukum muamalah ia menuntut fleksibilitas demi
kemaslahatan publik. Realitas sosial yang kacau akibat perang dan ketidakstabilan politik
menuntut adanya hukum yang berotientasi pada magashid syariah (tujuan substansial hukum),
bukan sekadar formalitas teks (Syaikhon, 2015). Situasi inilah yang membentuk sisi kedua dari
dualisme pemikirannya, yakni keberanian radikal untuk mendobrak konsensus fikih tradisional
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demi menghadirkan hukum yang responsive terhadap maslahah umat di Tengah situasi darurat
(Haq et al., 2025).

Dengan demikian, dualisme metodologi Ibnu Taimiyah—antara tekstualisme teologis dan
pragmatisme yuridis—bukanlah sebuah inkoherensi epistemologis, melainkan strategis diskursif
untuk merespons dua spektrum yang berbeda (El-Tobgui, 2020). Ia mengadopsi postur “Literalis-
Defensif” untuk menjawab tantangan filsafat yang merusak iman, dan ia menjadi “Kontekstualis-
Progresif” untuk menjawab tantangan sosial yang mengancam ketahanan umat (Saced & Akbar,
2021). Memahami genealogi intelektual ini sangat krusial untuk menghindari pembacaan parsial
yang kerap menjebak pemikir modern. Bagi Ibnu Taimiyah menjaga kemurnian wahyu (zanzih)
dan menjamin kemaslahatan manusia adalah dua sisi yang sama. Ia mendesain metodologinya
sedemikian rupa sebagai strategi pertahanan ganda, yaitu menjaga teologi agar tetap transenden-
murni, dan menjaga hukum agar tetap imanen-solutif (Bahri & Sakdiyah, 2025).

Diferensiasi Metodologis

Dalam membedah arsitektur pemikiran Ibnu Taimiyah, terdapat sebuah pola unik di
mana ia menerapkan standar ganda yang justru menjamin kekokohan sistemnya. Pada ranah
teologi, khususnya ketika berhadapan dengan ayat-ayat sifat atau ayat al-shifat, Ibnu Taimiyah
menerapkan metode afirmasi skriptural (i#sbat bila tasybih). la menolak keras segala bentuk
metafora atau majaz, karena klasifikasi ini adalah inovasi (bid'ah) teologis yang menjadi celah pintu
akal manusia untuk mendistorsi makna tentang Tuhan yang seharusnya diterima apa adanya
(Alkhattaf, 2024). Sikap ini tetlihat jelas dalam polemik penafsiran Surah Taha ayat 5: S GadS)
(3 (E5all (Yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah. Yang bersemayam di atas ‘Arsy. Bagi Ibnu
Taimiyah, kata éstawa wajib dimaknai secara hakikat bahwa Allah benar-benar berada di atas ‘Arsy
sesual keagungan-Nya, tanpa perlu dipalingkan (%'wi)) maknanya menjadi zsawli (menguasai)
seperti yang dilakukan sebagian ulama kalam (Mubarok et al., 2025). Penolakan terhadap majaz ini
bukan karena ia anti terhadap logika bahasa, melainkan karena ia ingin menjaga kemurnian
informasi ilahiah atau fanzih dari spekulasi liar imajinasi manusia (Kundra, 2019). Ia meyakini
bahwa membiarkan teks akidah ditafsirkan secara metaforis sama saja dengan menuduh Tuhan
tidak mampu menjelaskan diri-Nya sendiri dengan jelas (Ilfa & Najiyya, 2023).

Sebaliknya, corak penafsiran Ibnu Taimiyah berubah drastis menjadi sangat cair dan
kontekstual ketika ia memasuki wilayah hukum publik dan politik (siyasah syar’iyyah). Di sini, ia
tidak lagi memegang teks secara kaku, melainkan menggunakan instrumen sejarah berupa asbab al-
nuzul untuk membatasi keberlakuan sebuah ayat. Hal ini tampak nyata dalam cara ia menafsirkan
ayat-ayat perang, seperti Surah At-Taubah ayat 5: (Maka bunublah orang-orang musyrikin itu di mana
Saja kamu jumpai mereka...). Banyak kalangan yang memahaminya secara literal sebagai perintah
mutlak untuk memerangi non-muslim di mana saja. Namun, Ibnu Taimiyah justru melakukan
kontekstualisasi dengan mengaitkan ayat tersebut pada peristiwa pengkhianatan petjanjian damai
di masa Nabi. Dalam risalahnya Qa‘idah Mukbtasarah fi Qital al-Kuffar, ia menegaskan bahwa
perintah perang dalam ayat tersebut hanya berlaku efektif jika ada agresi militer, bukan semata-
mata karena perbedaan keyakinan atau kekafiran. Ia menyimpulkan bahwa darah non-muslim
pada dasarnya adalah ma’shum (terlindungi) selama mereka tidak mengangkat senjata, sebuah
pandangan yang mendebat konsensus mayoritas ulama zamannya yang lebih agresif (Ellethy,
2025). Dengan demikian, Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa teks hukum tidak berdiri sendiri di
ruang hampa, tetapi sangat bergantung pada konteks sebab-akibat yang melatarbelakanginya.

Fleksibilitas metodologis ini semakin terlihat ketika Ibnu Taimiyah masuk ke dalam ranah
hukum keluarga dan muamalah. Ia tidak ragu untuk menyelisihi pendapat mayoritas ulama atau
jumhur jika dirasa pendapat tersebut membawa kesulitan bagi umat. Contoh paling monumental
adalah fatwanya mengenai talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu waktu. Mayoritas ulama
empat mazhab berpendapat bahwa talak tersebut jatuh tiga sehingga suami istri tidak bisa rujuk
kembali (Hanapi et al.,, 2024). Namun, Ibnu Taimiyah medekontruksi pandangan ini dengan
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melihat teks hadis (Riwayat Ibnu Abbas) dan realitas psikososial. Sebuah terobosan hukum yang
bertujuan menjaga keutuhan withagan ghaliza (ikatan suci) akibat verbalisme semata (Wandi et al.,
2025). Ia memandang lafaz talak yang dilontarkan dalam kondisi emosi labil (marah) atau tanpa
jeda waktu secara syar’i, tidak dihukumi penuh karena bertentangan dengan prinsip zadarru
(bertahap) dalam Al-Qur’an. Oleh karena itu, ia memfatwakan bahwa talak tiga sekaligus hanya
dihitung satu talak 7477 (talak di mana suami istri bisa kembali lagi) (Ayu et al., 2023). Di sini, Ibnu
Taimiyah menegaskan bahwa waqashid syari'ah menjaga keluarga (bifz al-nasl) harus didahulukan
daripada formalitas bunyi lafaz talak itu sendiri.

Dari ketiga kasus di atas, terlihat jelas bahwa konstruksi metodologi Ibnu Taimiyah
tidaklah monolitik. Ia memerankan fungsi sebagai penjaga ortodoks dalam urusan teologi,
menolak segala intervensi akal (fz'wil) yang mencoba mereka-reka sifat Tuhan. Namun di sisi lain,
ia adalah seorang sosiolog hukum yang progresif terhadap kebutuhan zaman dalam urusan
muamalah dan politik (Sodigin, 2021). Dualisme ini bukanlah bentuk inkoherensi epistemologis,
melainkan sebuah kedewasaan intelektual dalam menempatkan sesuatu pada tempatnya. la
membiarkan teks bicara sendiri dalam urusan Tuhan, namun ia membiarkan konteks bicara
banyak dalam urusan kemanusiaan (Dainori, 2020). Diferensesi metodologis inilah yang menjadi
bukti bahwa Ibnu Taimiyah memiliki kesadaran tinggi tentang kapan harus tunduk pada teks dan
kapan harus berdialog dengan realitas.

Demarkasi Epistemologis Ibnu Taimiyah

Demarkasi sikap Ibnu Taimiyah antara teologi dan hukum sebenarnya berakar pada
pembagian mendasar mengenai jenis teks wahyu itu sendiri. Ia memilah teks Al-Qur’an menjadi
dua kategori epistemologis yang berbeda secara fungsional, yaitu a/gbabar (berita informatif) dan
al-insha’ (perintah normatif). Dalam pandangannya, ayat-ayat akidah yang berbicara tentang nama
dan sifat Tuhan termasuk dalam kategori &habar. Natur dari sebuah berita tentang metafisik
(ghaib) adalah informatif dan searah, di mana objeknya adalah Tuhan yang Maha Transenden
(Laisa kamitslihi syai’un). Karena akal manusia tidak memiliki perangkat yang memadai untuk
memverifikasi atau menganalisis bagaimana hakikatnya, maka prinsip epistemologis yang berlaku
di wilayah ini adalah ‘awgifi (berhenti pada teks). Sikap intelektual manusia hanyalah
taslim (penerimaan total) dan zashdig (pembenaran) tanpa mencoba merekayasa makna (#zwil)
dibalik teks (Suatpandy, 2025). Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa memaksakan logika rasional
terbatas untuk mengukur £habar lahiah yang tak terbatas adalah sebuah kecacatan epistemologis
(fasad al-aql), karena ia mencoba menerapkan analogi fisik (g#yas al-gha'ib ‘ala al-syahid) pada ranah
metafisik yang suci dari komparasi (Lumbard, 2024). Sebaliknya, dalam wilayah /zsha’ (hukum),
akal diberi ruang luas untuk berijtihad demi membumikan perintah Tuhan sesuai konteks
kemaslahatan.

Kontras dengan teologis kakunya, Ibnu Taimiyah memosisikan ayat-ayat hukum yang
mengatur relasi antarmanusia (muamalah) dan tata negara (siyasah) dikategorikan sebagai al-insha’
(perintah konstruktif). Berbeda dengan &babar yang statis-informatif, sebuah perintah hukum
memiliki dinamis karena tujuannya adalah pengaturan kehidupan manusia yang terus berubah. Di
sinilah ia meletakkan prinsip magashidi sebagai tujuan pokok (Alias et al., 2025). Ia berpandangan
bahwa Tuhan tidak menurunkan hukum secara sewenang-wenang, melainkan memiliki Z/at
(alasan logis) dan hikmah (kebijaksanaan) yang ma'qul al-ma’na (bisa dinalar oleh akal manusia),
yaitu untuk mewujudkan jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasid (kemaslahatan dan menolak kerusakan)
(Paryadi, 2021). Karena akal manusia mampu menjangkau alasan di balik hukum tersebut (7a'gu/
al-ma’na), maka pintu ijtihad dan rasionalitas dibuka lebar dalam wilayah ini (Syafie & Muhajirin,
2025). Konsekuensinya, teks tidak lagi menjadi satu-satunya yang anti kritik, tetapi harus
berdialog dengan konteks realitas untuk memastikan bahwa tujuan hifz al-nizam (menjaga
ketertiban sosial) benar-benar tercapai secara aktual.
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Pembedaan radikal ini juga merupakan kritik langsung Ibnu Taimiyah terhadap kerancuan
metode yang dipakai oleh para filsuf dan ahli kalam di zamannya. Ia melihat banyak intelektual
Muslim terjebak menggunakan logika silogistik Yunani Aristotelian—yang sejatinya dirancang
untuk mengobservasi alam fisik—Ilalu memaksakannya ke dalam diskursus metafisika ketuhanan
(Hallaq, 1993). Akibatnya, mereka menolak sifat-sifat Tuhan yang dikabarkan dalam Al-Qur’an
karena dianggap tidak kompatibel dengan premis-premis logika Yunani. Sebagai antitesis, Ibnu
Taimiyah menawarkan sebuah epistemologi alternatif yang oleh Turner (2023) dikonseptualkan
sebagai Common-Sense Philosophy atau filsafat akal sehat yang berbasis fitrah. Bagi Ibnu Taimiyah,
akal sehat manusia secara fitrah mampu menerima kebenaran algbabar al-shadiq (berita yang
benar), tanpa perlu ditekuk maknanya (%z’wi/). Namun di saat yang sama, ia justru menjadi sangat
empiris dan pragmatis ketika menggunakan rasionalitas di ranah sosial, karena di situlah letak
otoritas akal yang sesungguhnya untuk mengelola kemaslahatan publik.

Dengan demikian, dualisme metode Ibnu Taimiyah bukanlah sebuah kontradiksi,
melainkan strategi penempatan yang proporsional atau wadh’u al-syai’ fi mahallibi. 1a memagari
akidah dengan “Tembok Tekstualisme” untuk melindungi iman umat dari spekulasi filsafat yang
rumit. D1 sisi lain, ia melonggarkan hukum dengan “Pintu Kontekstualisme” dalam hukum agar
syariat Islam responsif terhadap tantangan zaman (Islam & Eryigit, 2022). Konsistensi Ibnu
Taimiyah terletak pada kedisiplinannya mematuhi batas demarkasi ini dengan cara menolak
menjadi rasionalis dalam hal ghaib, dan menolak menjadi literalis dalam hal duniawi. Kesadaran
perbedaan epistemologi inilah yang sering luput dalam pembacaan kontemporer, di mana
kelompok radikal sering kali terjebak dalam literalisme selektif. Mereka menerapkan teologi
kebencian (wala’ wal bara’) secara kaku ke dalam ruang hukum publik yang seharusnya dikelola
dengan prinsip kenegaraan dan kemaslahatan (Rusdin et al., 2025). Dengan demikian, metodologi
Ibnu Taimiyah adalah antidot terbaik untuk meluruskan penyimpanan tersebut.

Temuan studi ini berhasil membuktikan bahwa paradoks yang sering disematkan pada
Ibnu Taimiyah sejatinya adalah sebuah konstruksi akademis yang kurang cermat. Dualisme antara
rigiditas teologis dan fleksibilitas yuridis bukanlah tanda inkonsistensi intelektual, melainkan
manifestasi dari strategi demarkasi epistemologis. Ibnu Taimiyah secara sadar membedakan
ontologi objek kajiannya: Tuhan yang Transenden menuntut kepatuhan teks tanpa tanya (fawgifi)
demi menjaga kemurnian. Sementara, realitas masyarakat yang Imanen menuntut respons hukum
(ta’lil) demi menjaga kemaslahatan. Konsistensi baginya bukanlah menerapkan satu metode
untuk semua hal secara monolitik, melainkan menempatkan setiap metode pada domain yang
tepat sesuai karakteristiknya (wadh'u al-syai’ fi mahallibiy (Hidayah & Maghribi, 2022). Temuan ini
menantang pembacaan parsial yang selama ini mendominasi literatur sarjana Barat maupun Timur
(Islam & Eryigit, 2022), sckaligus menawarkan kerangka baru dalam memahami koherensi
pemikiran Syazkbul Iskan.

Lebih jauh, temuan ini menawarkan koreksi signifikan terhadap kecenderungan labelisasi
simplistik dalam studi Islam kontemporer yang cenderung membatasi intelektual Muslim dalam
kategori biner yang kaku, seperti Tradisionalis dengan Modernis atau Literalis dengan Rasionalis
(Iner & Cufurovic, 2022). Ibnu Taimiyah melampaui kategori-kategori sempit ini (Ansari, 2024).
Di satu sisi, ia tampil sebagai sangat literalis ketika menjaga pintu akidah dari infiltrasi filsafat
asing, namun sekaligus tampil sebagai reformis-dinamis ketika mendobrak taklid mazhab dalam
hukum keluarga dan ekonomi (Ningsih et al., 2025). Kompleksitas ini menegaskan bahwa ia
adalah figur suz generis yang tidak bisa dibaca dengan kaca mata hitam putih. Refleksi ini menuntut
para peneliti untuk meninggalkan pendekatan satu label (monolitik) dan mulai mengadopsi
pendekatan yang lebih nuansatif-integratif dalam membedah pemikiran tokoh klasik yang
memiliki kompleksitas intelektual tinggi.

Secara sosiologis, analisis ini mengungkap cacat metodologis yang fatal dalam gerakan
radikalisme kontemporer yang kerap mengklaim diri sebagai pewaris ideologis Ibnu Taimiyah.
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Temuan studi menunjukkan bahwa kelompok ekstremis sebenarnya telah melakukan “kudeta
metodologis” dengan menyisihkan tekstualisme Ibnu Taimiyah dari akar teologisnya, lalu
menanamnya secara paksa di ladang politik yang dinamis tanpa instrument magashid (Hussain,
2023). Mereka membaca ayat-ayat perang dengan kacamata akidah yang kaku dan mutlak, seraya
mengabaikan variabel sejarah dan maslahah yang sejatinya menjadi 7/at utama dalam fatwa-fatwa
jihad defensif Ibnu Taimiyah (Ninsiana, 2020). Akibatnya, yang lahir bukanlah revitalisasi syari’at,
melainkan sebuah teologi kekerasan yang ahistoris. Padahal, itu merupakan antitesis dari
semangat maqashidi yang sebenarnya diperjuangkan oleh sang Syaikhul Islam sendiri. Fenomena ini
menegaskan bahwa radikalisme modern bukanlah produk pemikiran Ibnu Taimiyah, melainkan
hasil dari distorsi hermeneutika terhadapnya (Erdogan, 2023).

Dari perspektif filsafat hukum, fleksibilitas Ibnu Taimiyah menawarkan modalitas
berharga bagi diskursus Hukum Islam modern. Metodologinya dalam isu talak dan ekonomi
menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk merespons perubahan
zaman (taghayynr al-zaman) tanpa harus kehilangan pijakan pada teks wahyu. Pendekatan ini sangat
relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan
inovasi ekonomi syariah. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai instrumen dinamisasi hukum
yang terikat pada magashidi, Ibnu Taimiyah menawarkan jalan tengah, yaitu sebuah modernitas
hukum yang tetap berakar pada tradisi zwrats, bukan sekadar mengekor pada nilai-nilai sekuler
liberal yang sering kali mengalami inkompatibilitas dengan nalar umat (Ningsih et al., 2025).

Studi ini juga menyoroti tantangan epistemologis dalam wacana integrasi keilmuan Islam
yang sedang marak digalakkan di perguruan tinggi Islam. Ibnu Taimiyah mengajarkan bahwa
integrasi ilmu tidak berarti sinkretisme metodologis (mencampurkan nalar bayani/teks dan
burhani/rasio), tetapi kedisiplinan dalam melakukan demarkasi wilayah kajian (Sari et al., 2024).
Kegagalan membedakan antara wilayah yang dogmatis (fawqifi) dan rasional (j#ihadi) terbukti
menjadi akar geneologis dari dua ekstremisme pemikiran kontemporer: Ekstremisme Liberal yang
berupaya merasionalkan semua doktrin akidah atas nama modernitas, dan Ekstremisme
Konservatif yang mendogmakan semua masalah sosial atas nama purifikasi. Oleh karena itu, Ibnu
Taimiyah menawarkan jalan tengah yang berbasis pada presisi metodologis dalam mendudukan
otoritas teks dan validitas konteks secara proporsional sesuai ontologi objeknya (Za’bah & Noor,
2025).

Sebagai rekomendasi, riset ini perlunya pembacaan ulang (re-reading) terhadap korpus
pemikiran Ibnu Taimiyah secara holistic, melampaui pendekatan fragmentaris yang sela mini
menjebak diskursus dalam polarisasi biner. Ke depannya, riset ini perlu melangkah lebih jauh dari
sekadar analisis teks, menuju analisis dampak sosiologis terkait penerapan metode ganda ini dalam
konteks masyarakat Muslim modern yang plural (Jou, 2022). Pertanyaan besar bagi intelektual
Muslim kontemporer bukan lagi berkutat labelisasi apakah Ibnu Taimiyah seorang tekstualis atau
rasionalis, melainkan bagaimana metodologi ganda yang ia tawarkan dapat didayagunakan untuk
merumuskan teologi sosial yang kokoh secara akidah namun luwes secara kemanusiaan (Rusdin et
al., 2025). Inilah beberapa wacana penelitian yang harus segera dilanjutkan agar menjaga vitalitas
dan relevansi #urats Islam klasik di tengah disrupsi era modern.

SIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa dualisme hermeneutika Ibnu Taimiyah—antara tekstualisme
teologis dan kontekstualisme yuridis—bukanlah inkonsistensi intelektual, melainkan strategi
demarkasi epistemologis yang koheren. Konsistensi ini dibangun di atas pembedaan ontologis
antara ayat akidah sebagai domain fawqifi (doktrinal-statis) yang menuntut kepatuhan teks, dan ayar
abkam sebagal domain magashidi (kontekstual-dinamis) yang menuntut ijtihad rasional demi
kemaslahatan publik. Melalui analisis terhadap kasus ayat sifat, perang, dan hukum keluarga,
terbukti bahwa Ibnu Taimiyah menerapkan prinsip wadh'u al-syai' fi mahallibi. 1a menolak metafora
(majaz) dan logika spekulatif pada hal yang bersifat metafisik (ghazb). Di sisi lain, ia mendobrak
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taklid mazhab menggunakan instrumen sosiologis dan rasional di ranah muamalah yang dapat
dinalar maknanya.

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa reduksi metodologis sering terjadi dalam pembacaan
kontemporer terhadap Ibnu Taimiyah. Wacana radikalisme agama sering kali muncul akibat
transposisi metodologis yang kurang tepat, yakni ketika pendekatan literalisme-teologis ditarik
secara paksa ke dalam ruang sosial-politik yang seharusnya fleksibel. Akibatnya, fatwa-fatwa
perang yang terikat konteks sejarah (mugayyad) dipahami sebagai doktrin teologis yang absolut
(muthlag). Oleh karena itu, rekomendasi studi ini adalah perlunya reorientasi studi Ibnu Taimiyah
yang bergeser dari analisis teks parsial menuju pembacaan holistik yang mendalam. Dengan cara
ini, warisan pemikiran Ibnu Taimiyah dapat didudukkan kembali sebagai khazanah yang menjaga
kemurnian iman sekaligus relevansi hukum, bukan sebagai legitimasi kekakuan dalam beragama.
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